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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 11 TAHUN : 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KABUPATEN BOGOR

D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT:I KABUPATEN BOGOR,

bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor .1Q Tahun 19%29. telah dibentuk Dinas Pendaf-
taran Penduduk Kabupaten Bogor;

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Per-
aturan Daerah tersebut di atas serta berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun
1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II1,
perlu diatur organisasi dan tata kerja Dinas
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu
menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pen-
daftaran Penduduk Kabupaten Bogor dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerin-
tahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1932 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
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Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Per-
aturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
Presiden;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan
Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan
di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Per-
wakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan
Pemerintah di Daerah;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tata Laksana;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekre-
tariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II;;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun
1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata-
kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor.

f 15j Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Nomor .10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dinas
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSIKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG ORGANISAST
DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN
BOGOR.
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 BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.

O

Peraturan Daerah adalah Peraturan :Daerah Kabupa-
ten Bogor;

Daerah adalah Kabupaten Bogor;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bogor;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bogor;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten
Bogor;

Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten
Bogor;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran
Penduduk Kabupaten Bogor;

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran
Penduduk Kabupaten Bogor yang melaksanakan selu-
ruh tugas dan fungsi Dinas di satu atau beberapa
Kecamatan di Kabupaten Bogor;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pega-
wail Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya;

Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing pemegang jjin tinggal tetap di
wilayah Republik Indonesia;

Penduduk Sementara adalah Warga Negara Asing yang
mempunyail 1ijin tinggal terbatas di wilayah
Republik Indonesia;

Penduduk Tidak Tetap adalah Warga Negara Indone-
sia yang bertempat tinggal di suatu Desa/
Kelurahan di Kabupaten Bogor tapi bukan merupakan
penduduk setempat;

Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pen-
daftaran dan atau pencatatan data penduduk beser-
ta perubahannya, yang meliputi penerbitan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan
Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam,
Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak dan Akta

Pengesahan Anak yang telah memperonleh putusan
Penagadilan Nedory irat Votrorammsrm T oA o
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Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di
luar negeri, Surat Keterangan Pendaftaran Pendu-
duk Sementara, surat keterangan bagi penduduk
tidak tetap, rekomendasi perubahan status kewar-
ganegaraan serta pengolahan data penduduk;

n. Data kependudukan adalah kumpulan data penduduk
yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran
penduduk; E

BAB II A
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang pendaftaran penduduk.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
.pendaftaran penduduk serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3
Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan teknis operasional di bidang
pelayanan pendaftaran, pelayanan pencatatan,
mutasi, pendataan dan pelapcran serta pengenda-
lian pendaftaran penduduk;

b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang pen-
daftaran penduduk;

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ke-
tatausahaan, meliputi urusan kepegawaian, ke-
uangan, umum serta penyusunan rencana dan program
kegiatan Dinas.
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BAB III
ORGANIGSASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal §

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;

b. Pembantu Pimpinan, adalah Subbagian Tata Usaha;

c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

a.

b,

Kepala Dinas;
Subbagian Tata Usaha, membawahkan

Urusan Program;
Urusan Kepegawaian;
Urusan Keuangan;
Urusan Umum.

=W N

Seksi Pelayanan Pendaftaran, membawahkan

1. Subseksi Nomor Induk Kependudukan (NIK)
dan Kartu Keluarga (KK);

2. Subseksi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Seksi Pelayanan Pencatatan, membawahkan

1. Subseksi Kelahiran;

2. Subseksi Perkawinan dan Perceraian;

3. Subseksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan
Kematian.

Seksil Mutasi, membawahkan

1. Subseksi Administrasi Perpindahan
Penduduk;

2. Subseksi Perubahan Data.

Seksi Data dan Laporan, membawahkan

1. Subseksi Pengolahan Data dan Pelaporan;

-y ™. %1 .. .9 0
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Seksi Pengendalian, membawahkan
1. Subseksi Pengawasan;
2. Subseksi Penyuluhan.

h. Cabang Dinas;

i.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, meng-
koordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksa-
nakan urusan pendaftaran penduduk serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan urusan program, kepega-
waian, keuangan dan umum.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subbagian Tata
Usaha mempunyai fungsi

a.

e.

pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan;

pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pembinaan organisasi dan tatalaksana;

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepega-
waian;

pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan;

pelaksanaan pengelolaan urusan umum.

(3) Subbagian Tata Usaha, membawahkan

a.
b.

Urusan Program;
Urusan Kepegawaian;
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.Pasal 9

*

Urusan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan program, evaluasi, pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Program
mempunyai fungsi ’

a. penyiapan bahan penyusunan program Dinas;

b. penyiapan bahan evaluasi serta pelaporan
kegiatan Dinas;

c. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan
tatalaksana;

d. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 10

Urusan Kepegawalan mempunyai tugas pokok melak-
sanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Kepe-
gawaian mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pe-
ngembangan serta kesejahteraan pegawai;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi
pegawai;

c. pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 11 Y

Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksana-
kan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
Dinas serta pengelolaan administrasi kevangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan
Keuangan mempunyai fungsi- :
a. penyiapan bahan rencana anggaran Dinas;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi ke-
uangan.

Pasal 12

Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan,
pendogandaan. verialanan dinas rumah tanacaga
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum
mempunyai fungsi

a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat
menyurat, penggandaan, kearsipan dan adminis-
trasi perjalanan dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi per-
alatan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

¢. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
Paragraf 3
Seksi Pelayanan Pendaftaran
Pasal 13

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
pelayanan pendaftaran Nomor Induk Kependudukan,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat
Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan
surat keterangan bagi penduduk tidak tetap.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pe-
layanan Pendaftaran mempunyai fungsi

a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan Kartu Keluarga (KK);

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara (SKPPS);

e. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan surat keterangan bagi penduduk
tidak tetap.

Seksi Pelayanan Pendaftaran, membawahkan

a. Subseksi NIK dan KK;
b. Subseksi KTP.

Pasal 14

Subseksi NIK dan KK mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu
Keluarga.
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dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi NIK
dan KK mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data
NIK dan KK;

b. penyilapan bahan petunjuk teknis pendaftaran,
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas
permohonan serta penerbitan NIK dan KK.

Pasal 15

Subseksi KTP mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis penerbitan KTP,
SKPPS dan surat keterangan bagi penduduk tidak
tetap.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi KTP
mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
KTP, SKPPS dan surat keterangan bagi penduduk
tidak tetap;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis pendaftaran,
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas
permohonan serta penerbitan KTP, SKPPS dan
surat keterangan bagi penduduk tidak tetap.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Pencatatan
Pasal 16

Seksi Pelavanan Pencatatan mempunyail tugas pokok
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pe-
layanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan
perceralan, serta pengakuan, pengesahan anak dan
kematian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pe-
layanan Pencatatan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pelayanan pencatatan kelahiran;

b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pelayvyanan pencatatan perkawinan dan per-
ceraian;

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan
anak;

d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pelayanan pencatatan kematian.
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Seksi Pelayanan Pencatatan membawahkan

a. Subseksi Kelahiran;

b. Subseksi Perkawinan dan Perceraian;

C. Subseksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan
Kematian, '

Pasal 17

Subseksi Xelahiran mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
penerbitan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan
Laporan Kelahiran di luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Kelahiran mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
pencatatan kelahiran;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan dan
penelitian berkas permohonan serta penerbitan
Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Laporan
Kelahiran di luar negeri.

Pasal 18

Subseksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pe-
tunjuk teknis penerbitan Akta Perkawinan, Akta
Perceraian dan Surat Keterangan Laporan Per-
kawinan atau Perceraian di luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
pencatatan perkawinan dan perceraian;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan dan
penelitian berkas permohonan serta penerbitan
Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Surat
Keterangan Laporan Perkawinan atau Perceraian
di luar negeri.

Pasal 19

Subseksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
penyusunan petunjuk teknis penerbitan Akta
Pengakuan, Pengesahan Anak dan Akta Kematian
serta Surat Keterangan Laporan Kematian di luar
negeri.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian mem-
punyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
pencatatan pengakuan, pengesahan anak dan
kematian;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan dan
penelitian berkas permohonan serta penerbitan
Akta Pengakuan, Pengesahan Anak dan Akta
Kematian serta Surat Keterangan Laporan
Kematian di luar negeri.

Paragraf 5
Seksi Mutasi
Pasal 20

Seksi Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan petunjuk teknis pendaftaran dan
pencatatan mutasi data penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Mutasi
mempunyai fungsi 3

a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pengelolaan administrasi perpindahan pen-
duduk;

b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
perubahan data penduduk.

Seksi Mutasi membawahkan :

a. Subseksi Administrasi Perpindahan Penduduk;
b. Subseksi Perubahan Data.

Pasal 21

Subseksi Administrasi Perpindahan Penduduk
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pe-
nyusunan petunjuk teknis pengelolaan adminis-—
trasi perpindahan penduduk. '

Untuk melaksanakar tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Administrasi Perpindahan Penduduk mempunyai
fungsi

a. pengumpular, pengolahan dan evaluasi data
perpindahan penduduk;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pendaftaran. Daeancatratan NAMAY T 1r o v 1 e o
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‘Pasal 22

Subseksi Perubahan Data mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pengelolaan administrasi perubahan data pen-
duduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Perubahan Data mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
perubahan data penduduk;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan dan
penelitian berkas perubahan data penduduk.

Paragraf 6
Seksi Data dan Laporan
Pasal 23

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peng-
olahan data, penyusunan data statistik,
pelaporan, serta penyimpanan data dan berkas
kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Data dan
Laporan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pengolahan data pendaftaran dan pencatatan
penduduk;

b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penyusunan data statistik pendaftaran dan
pencatatan penduduk;

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaporan data pendaftaran dan pencatatan
penduduk;

d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran
dan pencatatan penduduk;

Seksi Data dan Laporan membawahkan

a. Subseksi Pengolahan Data dan Pelaporan;

b. Subseksi Penyimpanan.

Pasal 24

(1) Subseksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunvyai
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statistik serta pelaporan data pendaftaran dan
pencatatan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pengumpulan serta pengolahan data pendaftaran
dan pencatatan penduduk;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
perumusan sistem, analisis dan aplikasi data
pendaftaran dan pencatatan penduduk;

c. penyiapan bahan penyusunan peftunjuk teknis
penyusunan serta penyajian data statistik
pendaftaran dan pencatatan penduduk;

d. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pelaporan data pendaftaran dan pencatatan
penduduk.

Pasal 25

Subseksi Penyimpanan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
penyimpanan serta pemeliharaan data dan berkas
pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Penyimpanan mempunyai fungsi

a. penylapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pengumpulan berkas dan data pendaftaran dan
pencdtatan penduduk;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
penyimpanan berkas dan data pendaftaran dan
pencatatan penduduk;

c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pemeliharaan berkas dan data pendaftaran dan
pencatatan penduduk.

Paragraf 7
Seksi Pengendalian
Pasal 26
Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melak-
sanakan penyusunan petunjuk teknis pengawasan
dan pengendalian serta penyuluhan pendaftaran

dan pencatatan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, S8Seksi
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a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pengawasan dan pengendalian pendaftaran dan
pencatatan penduduk;

b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pemeriksaan pelanggaran pendaftaran dan
pencatatan penduduk;

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pemantauan pelanggaran administrasi pen-
daftaran dan pencatatan penduduk;

d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
layanan informasi serta penyuluhan pendaftar-
an dan pencatatan penduduk.

Seksi Pengendalian membawahkan

a. Subseksi Pengawasan;
b. Subseksi Penyuluhan.

Pasal 27

Subseksl Pengawasan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan pengawasan, pengendalian dan pe-
meriksaan pelanggaran administrasi pendaftaran
dan pencatatan penduduk.

Untuk melaksanakan .tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Pengawasan mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
hasil pengawasan, pengendalian dan pemerik-
saan pelanggaran administrasi pendaftaran dan
pencatatan penduduk;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pengawasan, pergendalian, pemantauan dan
pemeriksaan pelanggaran administrasi pen-
daftaran dan pencatatan penduduk.

Pasal 28

Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan
penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subseksi
Penyuluhan mempunyai fungsi

a. pengumpulan serta pengolahan peraturan dan
kebijakan dibidang pendaftaran dan pencatatan
penduduk;
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kegiatan layanan informasi serta penyuluhan
pendaftaran dan pencatatan penduduk.
Paragraf 8
Cabang Dinas

Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas
serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan
tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(1)

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas
secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di-
maksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksana-
kan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di-
maksud pada Ayat (1) pasal ini, terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional yvang terbagi dalam berbagai ke-
lompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat
(3) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada dalam lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada Ayvyat (3) pasal ini ditentukan menurut
sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada Ayvat (5) prasal ini diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV

TATA KERUJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 31

Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Dinas merupakan suatp_kesatuan vang satu dengan
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Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai
Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pen-
daftaran rpenduduk, kegiatan operasionalnya
diselenggarakan/dilaksanakan oleh Seksi, Cabang
Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut
tugas dan fungsinya masing-masing. ;

Kepala Dinas secara taktis operasional dan
teknis administratif berada dibawah dan ber-
tanggungjawab kepada Kepala Daerah, melalui
Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas
pokoknya melaksanakan hubungan fungsional
dengan instansi lain yang berkaitan dengan
fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di ling-
kungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal
maupun horisontal.

Setiap pimpinan satuan organlsa51 di llnq—
kungan Dinas wajib memimpin dan memberi
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 32

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta
tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekre-
taris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di ling-
kungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat
pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.
Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya berpedoman Kkepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 33

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas
diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
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halangan, maka Kepala Dinas diwakili oleh salah
seorang Kepala Seksi.
BAB V
KEPEGAWATIAN
Pasal 34
Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab
menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala
Daerah di bidang kepegawaian.
BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

(1)

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
tugas pokok, fungsi dan kepegawaian di bidang
admlnlstra31 kependudukan pada Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Bogor seba-
gaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor dihapus dan diintegrasikan
kedalam Dinas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan
atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di-

.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan me-
nempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 25 Rgustus 1999

CIBINONG
25 Agustus 1999.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : ... 4..... TAHUN : .1399
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